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Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait
dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam
pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal
ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesisini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut
dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan

akad mudharabah sebagal hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab
notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam

akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang
menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil
penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada
penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad

pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh
dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan
dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab
notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam

akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan
UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka
(13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan
hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait

pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS];
selamatidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

...... Sharia banking as a sharia financia institution in every business activity, especially related to the
creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the
mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers adispute. In
this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in
the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on
sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the
dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and
uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of
akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of
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HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit
gained from a debt payableisriba, and ribais banned in Islam, so thisis a barrier to the implementation of
sharia banking principlesin UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah
financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties,
authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement
[Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and
the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the
data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph
(1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles.



